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Abstrak

Pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu
Kabupaten Dairi adalah perkawinan yang dilaksanakan di luar desa dengan dan tanpa
persetujuan dari orangtua kedua belah pihak. Mangalua karena menghindari syarat adat yang
berat tapi izin orangtua, mangalua tanpa izin orangtua, mangalua karena hamil di luar nikah.
Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa
Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi ada dua yaitu dampak adat dan dampak social
atau keluarga. Dampak adat adalah dikucilkan bahkan tidak diterima ditengah-tengah
masyarakat. Dampak social atau keluarga biasanya kalau tanpa izin keluarga akan menjauhkan
hubungan keluarga. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “mangalua’ dalam adat
Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi bila mangalua dengan izin
orangtua karena menghindari ketentuan adat maka tidak ada masalah karena memenuhi syarat
dan rukun. Tapi haram bila tidak izin kedua orangtua dan pergi tanpa mahram bahkan lebih
berat mangalua karena hamil di luar nikah.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Mangalua dan Perspektif Islam
Pendahuluan
Perkawinan dalam Islam ialah “suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang

laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak
dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup
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berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang
di ridhloi Allah SWT.
Namun, jika di tinjau menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada
hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang
pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan
sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi
keluarga mereka.

Berampu merupakan salah satu Desa yang berada di daerah Dairi Provinsi Sumatera
Utara yang masyarakatnya banyak dihuni oleh suku Batak Toba, yang adatnya masih kental
sebagaimana adat aslinya di daerah Toba, terutama dalam pelaksanaan adat perkawinan.
Kehidupan pada masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat erat kaitannya dengan
syariat, serta mengatur tiga hukum yaitu wajib, harus dan mustahil.

Kondisi saat ini banyak kasus terdapat berbagai masalah pernikahan, salah satunya
adalah kawin lari (mangalua). Uniknya pelaksanaan kawin lari ini berbeda disetiap Indonesia
seperti halnya tradisi kawin lari ini atau disebut mangalua yang dipraktekan oleh masyarat
Batak Toba yang ada di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Perkawinan
mangalua sendiri terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, tidak mendapat restu
keluarga, factor suku dan kepercayaan, hubungan seksual bebas serta factor Pendidikan. Hal
tersebut menimbulkan sanksi ataupun akibat hukum antara lain pengucilan, tidak dapat
berpartisipasi dalam acara adat dan dikenai sanksi denda dan juga menimbulkan akibat hukum
dalam hal status/kedudukan anak dimana tidak dapat melaksanakan adat sebelum orang tuanya
meresmikan pemenuhan adat perkawinannya sebagaimana idealnya serta menimbulkan akibat
hukum dalam hal status/kedudukan harta dalam keluarga.

Mangalua sampai saat ini masih ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat Batak.
Kawin lari ini masih melembaga, baik masyarakat batak yang beragama islam, kristen dan
lainnya. Mangalua pada jaman dahulu terjadi karna mahalnya harga mas kawin (sinamot) dan
karna adanya perseteruan antar satu kampung dengan kampung lainnya.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena-fenomena di atas, maka penulis merasa
tertarik untuk meneliti tentang kasus ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah
yang berjudul "Perkawinan Adat Mangalua Pada Persfektif Hukum Islam Di Desa Karing
Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi”.

Metode

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang melakukan
pendeskripsian terhadap permasalahan yang diteliti. Daerah penelitian ini berada di Desa
Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari
dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian diperoleh dari kepala
desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat sekitar di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten
Dairi. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan lain-lain. Sumber-sumber data tersebut dapat
berupa informasi dan didukung dengan dokumentasi yang berupa naskah, data tertulis, maupun
foto-foto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Aktivitas dan analisis data yaitu data reduksi, data display, dan conclusion
drawing/verification.
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Pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan
Berampu Kabupaten Dairi

Penulis melakukan wawancara dengan seluruh informan yang sudah ditetapkan sesuai
dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Salah satunya adalah Bapak lus
Sariance Siburian selaku kepala desa Karing, hari Kamis, 1 Juni 2023 jam 10.00 wib di Kantor
Kepala Desa mengatakan:

Pelaksanaan tradisi kawin ‘“Mangalua” dalam adat Batak Toba di desa ini adalah

merupakan kawin lari, dimana seorang laki-laki dan perempuan yang ingin

melaksanakan pernikahan tidak dilaksanakan di desa tersebut tapi dilaksanakan di desa
lain dengan sekedar memenuhi syarat perkawinan dan kawin mangalua ini terjadi bagi
adat Batak Toba baik yang beragama Kristen maupu yang beragama Islam.

Adapun faktor penyebab terjadinya kawin mangalua menurut keterangan kepala desa
adalah sebagai berikut:

Adanya kawin Mangalua bagi suku Batak Toba yang ada di Desa Karing pada

prinsipnya sama dengan yang ada di daerah lain, bahwa faktor penyebab terjadinya

perkawinan mangalua adalah:

1. Tidak diberikan izin oleh pihak keluarga perempuan atau pihak laki-laki karena

tidak setuju atas perkawinan tersebut.

2. Ketidak mampuan salah satu dari kedua belah pihak melaksanakan persyaratan adat

yang ditetapkan oleh tradisi pada adat Batak Toba.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan adat kawin
mangalua adalah kawin dengan istilah kawin lari, dimana perkawinan yang dilaksanakan
adalah perkawinan yang hanya memenuhi syarat perkawinan di daerah lain dan tidak
dilaksanakan di kampung Karing karena tidak adanya izin dari salah satu pihak keluarga atau
karena ketidak mampuan melaksanakan pesta perkawinan berdasarkan adat setempat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hamonangan Hutabarat
selaku Ketua Adat Desa Karing pada tanggal 01 Juni 2023 jam 10.30 wib di rumahnya. Dalam
wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

Kawin mangalua dalam adat Batak Toba sudah berlangsung sejak lama, dimana kawin

mangalua adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan

di luar desa melalui saudara orangtuanya di desa lain karena tidak adanya persetujuan

dari salah satu pihak keluarga dari kedua pihak, hal ini juga disebut dengan kawin lari.

Adapun penyebab terjadinya perkawinan mangalua atau kawin lari adalah karena :

a. Tidak diberikan izin untuk kawin dari salah satu kedua belah pihak karena tidak
disetujui disebabkan karena alas an tertentu dari orangtua.

b. Tidak mampu melaksanakan pesta perkawinan sebagaimana adat yang berlaku
dalam adat Batak Toba.

c. Disebabkan karena pihak perempuan sudah hamil di luar nikah sehingga terjadi
kemarahan dari orangtua.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkawinan mangalua
atau kawin lari sama dengan keterangan dari informan sebelumnya namun alasannya ditambah
dengan karena adanya kehamilan di luar nikah, sehingga orangtua perempuan marah dan tidak
direstui maka terjadilah kawin lari.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Tumpak Simarmata selaku
tokoh masyarakat pada tanggal 01 Juni 2023 jam 11.30 wib di rumahnya mengatakan:

Mangalua atau yang dikenal dengan kawin lari merupakan salah satu bentuk
perkawinan yang ada pada adat Batak Toba. Dimana perkawinan mangalua tersebut
sebenarnya adalah perkawinan yang direstui oleh salah satu dari kedua pihak tapi tidak
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direstui oleh pihak lain. Atau direstui oleh kedua belah pihak karena sesuatu hal yang
tidak memungkinkan melaksanakan pernikahan di desa tersebut.

Adapun yang menjadi alasan dan faktor penyebab terjadinya perkawinan mangalua
menurut beliau adalah:
a. Alasan pertama adalah disuruh oleh salah satu dari orangtua calon karena alas an
tidak disetujui oleh calon yang lain.
b. Disuruh oleh orangtua karena tidak mampu melaksanakan pesta perkawinan karena
malu tidak mampu memenuhi persyaratan adat yang ditetapkan.
c. Kawin lari karena tidak direstui oleh orangtua kedua belah pihak atau salah satunya
karena hamil di luar nikah.
Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman Hasibuan selaku
tokoh agama Batak Toba yang beragama Islam pada tanggal 01 Juni 2023 jam 12.00 wib di
rumahnya. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:
Perkawinan dengan istilah mangalua atau kawin lari pada adat Batak Toba pada
dasarnya sama dengan kawin lari pada adat suku lain. Dimana mangalua adalah
perkawinan yang lari dari kampong sendiri dan kawin di kampong orang lain. Hal ini
biasanya disebabkan karena beberapa hal:
a. Kawin lari (mangalua) karena tidak adanya persetujuan dari salah satu keluarga
kedua belah pihak atau keluarga kedua-duanya.
b. Kawin lari (mangalua) karena tidak mampu memenuhi persyaratan adat dalam pesta
perkawinan yang biasanya memenuhi beberapa syarat adat yang berat.
c. Kwin lari (mangalua) karena terjadinya hamil diluar nikah sehingga orangtuanya
tidak setuju.
Berdasarkan penjelasan dari seluruh informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
mangalua adalah kawin lari, hal ini terjadi disebabkan karena alasan yang tidak memungkinkan
dilaksanakannya kawin di desa tersebut karena beberapa alasan.

Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba
di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi

Selanjutnya penulis menjelaskan hasil wawancara dengan beberapa informan terhadap
dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa
Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi secara adat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak lus Sariance Siburian selaku kepala desa
Karing, hari Kamis, 1 Juni 2023 jam 10.00 wib di Kantor Kepala Desa mengatakan :

Dampak terjadinya kawin “Mangalua” dalam adat Batak Toba di desa biasanya secara

adat akan dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap tidak patuh adat dan tidak

mengenal adat, bahkan dianggap tidak menghargai adat Batak Toba.

Sedangkan dampak secara kekeluargaan menurut keterangan kepala desa adalah
sebagai berikut:

Secara kekeluargaan biasanya jelas berdampak terutama bagi keluarga yang tidak

mengizinkan adanya kawin lari adalah sanksi keluarga dimana biasanya orangtua tidak

menerima anaknya dalam waktu yang cukup lama sampai batas waktu yang tidak

ditentukan. Karena kawin lari yang dilaksanakan anaknya telah membuat malu terhadap

keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan adat kawin
mangalua memiliki dampak baik secara adat maupun dampak terhadap keluarga sendiri.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hamonangan Hutabarat
selaku Ketua Adat Desa Karing pada tanggal 01 Juni 2023 jam 10.30 wib di rumahnya. Dalam
wawancara tersebut dijelaskan bahwa:
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Kawin mangalua biasanya memiliki sanksi adat, dimana dalam adat Batak Toba bagi yang
Karin lari atau mangalua terkucilkan dalam masayrakat karena dianggap keluarganya tidak
menghormati adat istiadat yang berlaku terutama dalam adat Batak Toba yang mana
perkawinan dengan mengikuti adat adalah keluarga yang taat terhadap adat. Sehingga biasanya
tidak dibenarkan tinggal di desa sebagai sanksi adat.

Sedangkan dampak dalam keluarga adalah:

a. Keluarga merasa malu ditengah-tengah masyarakat karena dianggap tidak

mengenal dan mematuhi adat istiadat

b. Keluarga biasanya terutama keluarga yang tidak mengizinkan tidak menerima

perkawinan tersebut dalam keluarga bahkan tidak dibenarkan pulang sampai batas
waktu yang cukup lama.

c. Bahkan ada yang tidak mau mengurus segala bentuk perkawinan mereka.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya
alasannya sama yaitu memiliki dampak terhadap sanksi adat dan sanksi keluarga atau sanksi
social.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Tumpak Simarmata selaku
tokoh masyarakat pada tanggal 01 Juni 2023 jam 11.30 wib di rumahnya mengatakan:

Dampak dari perkawinan mangalua terhadap pelaku kawin lari biasanya secara adat

akan dikucilkan di dalam masyarakat karena dianggap tidak mematuhi adat istiadat

setempat, bahkan tidak dibenarkan untuk tinggal di kampong karena dianggap telah
mencederai adat istiadat setempat terutama dalam adat Batak Toba.

Adapun sanksi keluarga terjadinya perkawinan mangalua menurut beliau adalah:

1. Biasanya keluarga tidak melakukan pesta apapun

2. Salah satu keluarga kedua belah pihak tidak menerima keberadaan perkawinannya.

3. Apabila mangalua karena hamil di luar nikah biasanya keluarga tidak mengizinkan

pulang dan diasingkan dalam keluarga.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman Hasibuan selaku
tokoh agama Batak Toba yang beragama Islam pada tanggal 01 Juni 2023 jam 12.00 wib di
rumahnya. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

Perkawinan mangalua yang terjadi bagi adat Batak Toba di Desa Karing biasanya

mendapatkan dampak terutama sanksi adat dan sanksi keluarga. Sanksi adat yang

diterima biasanya adalah tidak dibenarkan tinggal di kampong dalam waktu tertentu
karena dianggap tidak mematuhi adat istiadat setempat terutama dalam suku Batak

Toba. Sedangkan sanksi keluarga biasanya juga tidak dibenarkan pulang ke rumah

dalam waktu yang tidak ditentukan juga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi sebagaimana permasalahan mangalua atau
kawin lari bagi adat Batak Toba jelaslah sebuah perkawinan yang dilaksanakan di luar desa
karena dan tanpa persetujuan orangtua disebabkan karena beberapa sebab. Namun sebagai
konsekuensi dari perkawinan mangalua tetap mendapakan sanksi adat, sanksi social dan sanksi
keluarga.

Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba
di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi

Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba
di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah pandangan hukum Islam atas adat
perkawinan mangalua atau kawin lari sebagaimana yang terjadi di Desa Karing bagi suku Batak
Toba khususnya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak H.Nurman Brutu
selaku tokoh agama yang ada di Desa Karing pada tanggal 01 Juni 2023 jam 18.00 wib di
rumahnya.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau menjawab:

Perkawinan mangalua sebagaimana dalam pelaksanaannya adalah perkawinan yang
dilaksanakan oleh kedua belah pihak di luar desanya disebabkan karena tidak adanya izin dari
salah satu dari pihak keluarga atau keduanya dan atau karena izin keduanya tapi tidak mampu
melaksanakan perkawinan karena tidak mampu memenuhi persyaratan adat istiadat setempat.
Apabila mangalua terjadi disebabkan karena izin kedua orangtua namun mangalua karena tidak
mampu memenuhi ketentuan adat istiadat tentunya dalam Islam dibenarkan. Sebab pada
dasarnya perkawinan mangalua secara Islam khususnya tetap memenuhi syarat dan rukun
perkawinan.

Namun lain halnya apabila perkawinan mangalua disebabkan karena:

1. Tidak adanya izin dari kedua orangtua laki-laki maupun perempuan karena untuk

melaksanakan perkawinan biasanya harus izin orangtua

2. Wali nikah tidak dibenarkan oleh orang lain sepanjang masih ada orangtua si

perempuan

3. Kawin dilaksanakan disebabkan karena adanya kehamilan di luar pernikahan apabila

perkawinan mangalua terjadi dengan alasan ini tentunya bertentangan dengan ajaran
agama Islam, oleh karena itu perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang
dilarang.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengenal karakter dan pribadi seseorang antara
pria dan wanita islam memberikan ajaran yaitu melalui peminangan, pengertian peminangan
sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu kegiatann upaya tujuan terjadinya hubungn
perjodohan antara pria dengan wanita, acara peminangan maksudnya pria meminta kepada
wanita merupakan pasangannya sesuai berlaku adat di daerah tersebut. Peminangan
menjadikan awal sebelum menikah, sehingga kedua pelaku saling mengenal samapi akad
nikah, di mana pria merupakann orang yang akan menjadi suami bagi seseorang wanita di masa
depan.

Meskipun inti tujuan sebuah perkawinan adalah menyatuhkan mempelai pria dan wanita
namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan merupakan menyatukan dua keluarga besar
antara orang tua pria dan wanita. Oleh karena itu dalam Islam perkawinn harus dilaksanakan
sesuai dengan syarat dan rukunnya. Hal ini sesuai perintah Allah SWT dalam Surat An-Nur
ayat 32: )

B3 ALmb Ga B g 158 15K G Ry Blie (e Gialally &l A6V 1ASHS

BE &l
Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Kemudian dalam hadis Rasulullah berbunyi: -

S0 Calall 8 A 3la ¢ ol Calal JAS 28 Mgl 2 55513

Artinya:

“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya
(agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian
sisanya.” (HR. Thabrani dan Hakim)”

Berdasarkan ayat dan hadis di atas maka jelaslah bahwa perkawinan pada dasarnya
adalah perintah sepanjang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan menjadikan
pernikahan landasan ibadah.
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Pembahasan
Dalam mengkaji dan memahami kawin lari atau mangalua dalam perspektif hukum
Islam maka dapat diuraikan berdasarkan berbagai alasan dan latar belakang. Tradisi kawin lari
ini terjadinya peneyebab hukum yang melatar belakanginya:
1. Proses serta faktor terjadinya kawin lari di desa Cengal
a. Wanita yang bepergian bersama yang tidak di sertai mahramnya rasulullah SAW
bersabda: . ) L
a5 V) U505 ile JAN Y5 a3 (63 aa V) B0AN JALEY 2034
Ja5 Ju (X 1K (s Gz A ST, SV Jeu) Ly
M5 3 5al s oAl O Lgae 2 A
Artinya: “Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya.
Dan lelaki tidak boleh masuk ke rumahnya kecuali ada mahramnya”. Maka seorang
sahabat berkata: “wahai Rasulullah, aku berniat untuk berangkat (jihad) perang ini
dan itu, sedangkan istriku ingin berhaji”. Nabi bersabda: “temanilah istrimu berhaji.
Dalam hadis lain disebutkan:

Ol A5 0 5385 JALE 1 a1 235 L e 51 58Y Jai V4004 Liaa
Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
bersafar yang jauhnya sejauh perjalanan sehari semalam, kecuali bersama
mahramnya.” (Al-Mubarakfuri, 2001; An-Nawawi, 2001)

Berdasarkan hadist di atas wanita tidak boleh bepergian tanpa di sertai
mahramnya, bepergian dengan tujuan apapun walaupun tujuan wajib pergi haji, harus
disertai mahramnya. Mahram iyalah hubungan kemahraman dengan syar’i yang telah
di tetapkan Allah SWT kepada pria serta wanita, bahwa mereka di haramkan untuk
menikah. Para ulama mengelompokkan mahram mempunyai sifat abadi menjadi tiga
kelompok yaitu:

1) Mahram karena nasab
a) Ibu yang melahirkan.
b) Anak perempuan.
c) Saudari kandung.
d) Saudariayah.
e) Saudari ibu.
f) Keponakan dari saudara laki.
g) Keponakan dari saudara wanita.
2) Mahram karena mushaharah
a) Ibu dari istri (mertua wanita)
b) Anak wanita dari istri (anak tiri)
c) lstridari anak laki-laki
d) lstri dari ayah (ibu tiri)
3) Mahram karena penyusuan:
a) Ibu yang menyusui
b) Saudara perempuan sepersusuan
c) Ibu dari wanita yang menyusui
d) lbu dari suami wanita yang menyusui
e) saudari dari suami wanita yang menyusui.
Tradisi kawin lari dimana wanita bepergian dengan laki-laki hanya di ketahui temannya
atau saudaranya, mereka hanya bersama ketika bertamu dirumah ketua RT saja atau
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saudaranya, ketika menginap satu rumah di tempat ketua RT mereka calon pengantin dan pria
saja selama tinggal di rumah ketua RT. Dari penjelasan mahram di atas tidak ada satupun yang
menemani tinggal di rumah ketua RT setempat, hal ini tentunya dilarang dalam agama Islam.
b. Memanggil orangtua untuk minta resu

Berdasarkan analisis penulis terhadap tradisi kawin lari di Desa Karing menurut
perspektif Hukum Islam tidak di anjurkan karena adanya unsur pemaksaan , jadi alangkah lebih
baik perbuatan atau tradisi kawin lari tersebut di tinggalkan karena memiliki unsur memaksa,
terutama restu orangtua. Hal ini berdasarkan riwayat hadis Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb
radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda:

A Al g Ale ] V1 ialh b i) w5 ¥ s dal 2 i 5 A% A el
:\j‘;j\@cc\;\;iu\j cé)&

Artinya: “Jangan kalian memaksa jika meminta. Demi Allah, jika seseorang meminta
kepadaku sesuatu, kemudian aku mengabulkan permintaannya tersebut dengan
perasaan tidak senang, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dan apa yang ia minta
itu.” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwasanya siapapun yang meminta dengan cara
memaksa dengan timbulnya keadaan batin tidak senang maka tidak ada keberkahan pada
dirinya serta apa yang ia minta. Hal ini karena tradisi kawin lari merupakan tindakan
pemaksaan karena membuat orangtua wali dari pria maupun wanita merasa harus merestui
lantaran mendapat sanksi sosial dan kerugian materi jika tidak merestui anak-anaknya,
kerugian ini paling sering berdampak pada keluarga pihak wanita. Pada dasarnya perbuatan
yang diawali dengan pemaksaan atau dengan cara tidak baik maka berkemungkinan melahirkan
hasil yang kurang baik dikemudian hari.

c. Perbuatan melanggar agama
Perbuatan melanggar norma agama yaitu melakukan perzinahan (wanita hamil di luar
nikah) sehingga sebab ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena telah melakukan hubungan
suami istri di luar nikah. Islam telah melarang pria dan wanita berbuat zina sehingga pria dan
wanita memiliki batasan-batasan dalam pergaulan firman Allah SWT:
Mt 2t Lald Y& A A3 15558 Vs

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu suatu

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Israa’:32)

Berdasarkan ayat di atas larangan mendekati zina bukan berarti tidak di larang berzina
akan tetapi, mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya. tentunya perintah di larang
mendekati zina tanpa sebab. perbuatan zina merupakan perbuatan tidak terpuji dan sangat
tercela sebab aka mendapatakan kemudharatan bagi yang melakukan perbuatan zina bukan
saja bagi pelakukanya namun juga bagi keluarganya dan sampai anak keturunanya. Perbuatan
yang mendekati zina iyalah pria dan wanita berduaan tanpa adanya mahram, menyebabkan
saling pandang dan menyentuh fisik sehingga menyebabkan syahwat sedangkan dengan
tinggal bersama pria dan wanita di rumah ketua RT sering mengobrol berdua walaupun di
jaga ketua RT tidak meutup kemungkinan keduanya semakin mendekati perbuatan zina.

d. Mangalua karena disuruh orangtua
Bila perbuatan dan perkawinan mangalua atau lari kawin karena menghindari
peraturan dan ketentuan adat yang berat sementara orangtua mengizinkan dan merestui maka
mangalua tersebut syah dan dibenarkan dalam ajaran agama lIslam. Sebab perkawinan
mangalua dengan izin dan suruhan orangtua tentunya pernikahan yang dilangsungkan sesuai
dengan syarat dan rukun ajaran agama Islam dan tidak ada masalah.
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Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka penulis dapat menganalisa tentang

perkawinan mangalua dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mangalua karena izin dan disuruh orangtua karena menghindari ketentuan adat
yang berat maka perkawinan mangalua jenis ini syah dalam pandangan hukum
Islam.

2. Mangalua disebabkan karena tidak izin dari kedua orangtua atau salah satu dari
orangtua bahkan tidak ditemani oleh mahramnya maka perkawinan mangalua ini
melanggar syariat Islam

3. Perkawinan mangalua yang dilaksanakan disebabkan karena hamil di luar nikah
juga melanggar ketentuan syariat Islam.

Demikianlah perkawinan mangalua dalam Adat Batak Toba bila ditinjau dari perspektif
hukum Islam. Mangalua akan dapat dipandang secara hukum Iskan sesuai dengan jenis dan
kriteria perkawinan mangalua yang terjadi bagi seseorang terutama bagi masyarakat muslim
yang bersuku Batak Toba yang ada di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.

Penutup

Pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan
Berampu Kabupaten Dairi adalah perkawinan yang dilaksanakan di luar desa dengan dan tanpa
persetujuan dari orangtua kedua belah pihak. Mangalua karena menghindari syarat adat yang
berat tapi izin orangtua, mangalua tanpa izin orangtua, mangalua karena hamil di luar nikah.
Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa
Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi ada dua yaitu dampak adat dan dampak social
atau keluarga. Dampak adat adalah dikucilkan bahkan tidak diterima ditengah-tengah
masyarakat. Dampak social atau keluarga biasanya kalau tanpa izin keluarga akan menjauhkan
hubungan keluarga. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam
adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi bila mangalua dengan
izin orangtua karena menghindari ketentuan adat maka tidak ada masalah karena memenuhi
syarat dan rukun. Tapi haram bila tidak izin kedua orangtua dan pergi tanpa mahram bahkan
lebih berat mangalua karena hamil di luar nikah.
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